
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIR! 
NOMOR H TAHUN 2008 

TENTANG 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SUMUT 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI DAIRI, 
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lengingat :  

a. bahwa untuk meningkathan kirerja dan pelayanar ja:a 

periankan maka emnerotah Daerah perl : n e : a m : b h  

penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sumut;  

b. bahwa sesuai ketentar Pasa! 7I ayat (7 Peratuan ienteri 

Da!m geri Nomor 1 Tahun 2006 tentang iedoman 
Pen.elolaan K e a n g a n  Dae:eh, penambahan penvertan mvodai 
paca ; B a k  Sunut di te ta ykan dengar. Perat ran { a e r ! :  

c. b a l e  b i d s : . .  p e r @ m a n ; a n  hurui a dan h a r u f  b  ;sr 

nee::!entuk Per.tu;an Der tentang Penambaban Penertaan 

Mota} Dasr.ha pada PT. 3ark S m u t .  

I .  Uniang-Undang Nomo 5 TaEur 1962 teniang i e r u s a h a a  

Daerah, ( Lembaran Ne;ar. Pepublik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10; Tambahan iemb:ran Negara Nomor 307); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Kebupaten Daerah Tingkat II Dairi, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun !964 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2689), 

3. Uniang-Undang Non:or 7 Tahun 2003 tentang euangan 

Negara, [iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200? 
N + t o r  47, T.mbahan L e m b r a r :  Negara Nomor 4286); 

• 
4. Undang-Undang Nomor 1 ah :n 2004 tentang erbendabharaan 

Negara ( l e m b a r a n  Near .  erabli! Intones; 'ahu: 220; 

No»or 5, : a@ m b a h e r  Lem!e. an Negara Nomer 4.355}; 
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5. Undang-Undang Nomor 32 T a h u n  2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 

sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4548) sebagamana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerirtah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

7 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2007 tentang Penanaman 
Moia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tmbahan Lembaran Negara Nomor 4724) 

8. Undang-Undang Nomor 40 T a h u n  2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 

N o r o r  106, T a m b a h a n  iembaran Negara Nomor 4756) 

9. Peraturan Femerintah Nomor 58 Thun 2005, tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik  
[ n d o e s i a  o m o r  ! 4  T a h u : ;  200)5, Tambahan L e m b a r a m  Negara 

Vo:0r 4578); 

1 0  Fertaran Pemerinth om:r 79 Tahun 2005 tentang Pedonen 
Per:binaan dan Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintahan 

Dae:ah (iembaran gar epubiik Indonesia Tahun 2005 
N o m r  165, Tabahan Lema:van Negara Nomor 4593); 

1 1 .  Peraturan Pemeintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Mi l ik  Negara/Daerah (Tambahan 
Lem!aran Negara Republi i ,  Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 
Tam:bahan Lebaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan ?emerintah Nomor 38 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Le:baran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang 
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah 
dilingkungan Pemerintah Daerah; 

1 3 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahh 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor I3 Tahun 200 tentang Pedoman Pengelolaan 
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i'a ran . < n s  lengei o iaan ~ r a n g  Milik Daerah; 

15 .  Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 
2003 tentang Penerimaan Daerah dari Penyertaan Modal, 
Deposito dan Bentuk Investasi lainnya (Lembaran Daerah 
Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 10 Seri C Nomor 
4) 

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara 
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank 
Pembangunan Daerah Sumatera Utara Dari Perusahaan Daerah 
Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah 
Sumatera Utara; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Wajjb dan Pilihan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerai Kabupaten Dairi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Dairi  Tahun 2008 Nomer 02, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor i25); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor _ T a h u n  2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor _, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Dair: Nomor __) 

19. Peratran Daerah Kabupeten Dairi Nomor _ Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Baran Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor _, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor _) 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI 

dan 

B U P A  T I  D  A I R  I  

M E M U T U S  A N :  

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN 
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK SUMUT. 

BAB ; 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, y a n g  dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi; 

2. Bupati adalah Bupati Datri; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah; 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. yang selanjutya disebut DPRD ada lah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi; 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi; 

6. Satan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutya disebut SKPD adalah 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi selaku pengguna 
anggaran; 

7 .  Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutya disingkat BUMD adalah Badan 
Usaha Milik Daerah Kabupaten Dairi; 

8. Kekayaan atau aset Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang 
memiliki nilai, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 
yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak 
dan kewajiban tersebut; 

9. Penyertaan Modal adalah Penempatan Dana Pemerintah Daerah dalam bentuk 
saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau deviden; 

10 .  Penambahan Penyertaan Modai Daerah adalah Penambahan Penempatan Dana 
Pemerintah Kebupaten Dairi pada PT. Bank Sumut dalam bentuk Investasi, 
saham  untuk ttjan memperoleh keuntungan atau deviden; 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

( I )  Pemerintah Daerah m e b e r i k a n  Penambahan Peryertaan Modal Daerah 
kepada PT. Bank 5umut; 

(2) Maksud Penambahan Penyertaan Medal Daerah sebagaimana pada ayat (1)  
adial ntak  meni ngka t kn kine:j PT Banl. Suzut; 

(3)  Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana pada ayat (1) bertujuan 
u:tu: 

BAB III 

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH 

Pasal 3 

Penvertaan lade! Dae:ah pa.da PT Bank Sumut dalam bentuk Saham. 

Pasal 4 

Penvertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari 
Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

BAB IV 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH 

Bagian Pertama 

Nilai Penyertaan Modal Daerah 

Pasal 5 
� 

Sejak berdirinya PT. Bank Sumut terhitung muiai ranggal 4 Nopember 1961  sampai 
dengan 03 Juli 2008, Nilai Penyertaan Modal Daerahsebanyak 379.122 (tiga ratus 
tujuh puluh sembilan ribu seratus dua p u l h  dua) lembar saham senilai p. 

3.791.220.000.- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dna puluh 
ribu rupiah) 
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Bagian Kedua 

Penambahan Penyertan Modal 

Pasal 6 

( 1 )  Penambahan Penyertaan Modal Daerah pad PT Bank Sumut berasal dar i :  
a .  5 %  (lima per seratus) dari penerimaan daerah yang berasal dari  dana 

hasil dari  Pajak Bumi tan Bangunan tahun yang lalu; 
b. Deviden yang diinvestasikan kembal i  menjadi saham; 
c. Jasa giro dari rekening Pemerintah Daerah. 

(2) Penambahan Penvertaan Modal  sebagaimana dimaksud pada a y a t  
dianggarkan setiap tahun anggaran berjalan: 

(3) Penambahan Penvertaan Mo dal  sehagaimana dimaksud pada ayat  
ditetapkan dalam BD dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran berjalan. 

BAB V 

PENERIMAAN DAERAH 

Pasal 7 

( I )  Peneiimaan Daerah yang bersumber dani PT. Bank Sumut atas Penyert 

Modal Daerah berupa Dviden: 

( )  Penerimaan Daerah sebagaimana d i m k s : : &  ada a y a t  (1 )  d i tetapkan da l  
P B D  da enjaiara; ;  A P B D  T a h u n  Angga+an Berjalan; 

() Penerimaan Daer! sebagaimana d i n k s u r t  pada ayat (I disetor ke reken 
kas u u n  daerah. 

BAB VI 

PENGELOLA AN 

Pasal S 

I )  Pengeloiaan penyertan mwda daerah sebagaimana dimaksud da lam  Pasal 
dilakuian: le': Feb+ Pe:gels Kuangan Derah selaku Bendahara Umu 
Daerah ntau iengan sebutan lain;  

(2) Pelaporan atas pengelolaan penyertaan modal daerah disampaikan kepae 
Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Kordinator Pengelolaan Keuange 
Daerah: 

(3) Pejabat Fengelola euangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  da 
ditetapkan .dengan epu:tusen Bupat 

BAB VII 

PENGAWASAN 

Pasal 9 

Pengawasan atas pelaksaraan. pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaiman 
dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan sesuai peratuuran dan perundang-undangar 
yang berlaku. 

BAB VIII 

KETENTJAN PENUTUP 

Pasal 10 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaanva ditetapkan le!ih lanjut dengan Peraturan Bupati a tau Keputusan 
Bupat i ;  
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Pasai 11 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalan i.embaran Daerah Kabupaten Dairi. 

Ditetapkan di Sidikalang 
pada tanggal Ry - t a  -  2008. 

3 U P A T I  D A I R L  

M.P. TUMANGGOR 

Diundangkan i Sidikaliang 

]-inda tan,"•al �"''-IU - :2tl08. 
bb SEKRETARIS DAN ]RA; KABUP'ATEN DIRi, 

/ AR��-N S:ARBUN 

\ 
; L5' J g  1  : r t;  , s 2 !p , .T ; ;I ;  : t i  g : n  // 
-EMB. -RAN D A E R : .  t A B ' A ± N  DAII 1AUN 2008 NOMOR . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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PENJELASAN 

ATAS PERATURAN DAERAH ABUPATEN DAIRI 

NOMOR // TAHUN 2008 

TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BA 

SUMUT 

UMUM 

Pendahuluan 

Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilik 
kekayaan atau aset Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daet 
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pe 
PT. Bank Sumut.  

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaim'na telah diub 

dengan Peraturan Menteri Dalam Neger; Nomor 59 tahun 2007, bah 
pelaksanaan Penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilakuk 
berdasarkan Peraturan Daerah. 

Bahwa sebagai acan dalamn pelaksanaan enertaan Modal dan Kerjasen 
Peerintah Dae:ah perlu diatr prosed:r den tatarara Penyertaan Moda l  d  

Kerjasama Pemerintah Daerah dalam suatu &raturan. 

Tujuan dilakukannya Penyertaan Modal Pemerintah: 

Penywrtaar Modal Pemerin:.ah Daerah dilkukan dalam rangka pe ndir i :  
pengcrbangan, dan pvningkatar kinerja B3adan Usaha Milk Darrah a t  

Badan iukur lain.nya yang dimiliki Dacrah. 

Pertimbangan dilakukannya Penyertaan Modal Pemerintah: 

Penyertaan Moda Dae:ah yang dari awal prengadaannya ssuai doira 

penganggaran diperunrukkan bagi Badan Jsaha Milik Daerah atau Bad 
Hukuum lainnya yang c d i k i  Daerah dalam rangka penugasan pemerin: 
dengan pertirnbangan Modal/Kekayaan Darrah tersebut akan lebih opun 
pat:la cd:keloia oteh Badan: Lsaha Mi l ik D e r a h  ateu Badan H u k um  l a i nn  

sec.g < d i r i h k i  :aerah. b k  y . g  stdah ada r veapun yang akan d i b e n t u k  

I .  tanah dan'atau bengunan yang berada pada Pengelola Barang; 

2. anah dan/atau bangusan yang dari awal pengadeannya direncanaka 
nruk isertakan sebagar modal pemerin:ah daerah sesuai yang tercantu 

ialam nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; serta 

33 .  selain tanah d a n ' a u  bengunan. 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

asal ( I }  

Cukup jelas 

Pasal (2) 

Cukup jelas 

Pasal (3) 

Cukup jelas , 

Pasal {4) 

Yang dimaksud dengan dana yang bzrsumber dari APBD adalah dan 
y an g  dari awal penganggarannya telah ditampung dalam APBD. 
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Pasal (5) 

Cukup jelas 

Pasal (6) 

Cukup Jelas 

Pasal (7) 

Cukup jelas 

Pasal (8) 

Ayat ( 1 )  

Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penatausahaan 
administrasi proses pencairan dari PPKD kepada PT. Bank 
Sumut 

Ayat (2) 

Cukup elas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal (9 

Cukup jelas 

Pasa [ I O  

Cnkp jelas 

Pasal ( l 1 J  

Cukap jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR /23 
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